BUPATI GORONTALO UTARA
- PROVINSI GORONTALO -

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR "} TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA '

Menimbang :

- Mengingat

1.

- DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 S

BUPA’I‘I GORONTALO UTARA, _ |
b.aliwa untuk menihgkatkan pembinaan keolahraéaan
dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah; |
béﬁwa alokasi Dana Hibah keﬁada KONI Kabupaten Gorontalo
Utara belum teranggarkan pada DPA Dinas Kepemudaan ‘dan
Olahraga sehmgga perlu menggeser: belanja tak terduga ke DPA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

. bahwa pergeseran anggaran secbagaimana dimaksud pada huruf

a dan huruf b, telah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui

surat Nomor 170/dprd Kab-Gorut/198/111/2022 tanggal 28
Maret 2022 Perihal persetujuan Pergeseran Anggaran ’I‘ahun
Anggaran 2022; | ‘

. bahwa berdasarkan: pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu meneta}:'}kan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupat1
Gorontalo Utara Nomor 36 tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaraﬁ
2022.

Uﬁdang—undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keua.ﬁ_gan
Negélra (Eembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2?003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Ihdor;esia
Nonior 4286); |

. Undang-undang  Nomor 1  Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara  Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4355); :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sifstern
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Neéara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembarén Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049); |

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norhor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun . 2020
tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indbnesia Tahun 2020  Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); |
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang adminisirasi
pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ;’210,
Tarﬁbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Per;aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang ljana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Téhun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575); :
Peréturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Stahdar * Akuntansi  Pemerintahan  {Lembaran Ne;gara
Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamba:han
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perﬁbinaa.n dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerihtah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

KABAN KABAG ASS | SEKDA | WABUP
KEUANGAN HUKUM 4 /A
& Y q, U i




11.

12,

' Nofihor 6041);

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
: . | |

Peréturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2019 ten:tang

.-Perigelolafan Keﬁangan Daerah (Lembaran Negara Repo'Lblik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42;
Peréturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Tat_é_l Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang'

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan

_ Peraturan Kepala ‘Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah dlubah

_ dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancaﬁgan
Peraturan Daerah_ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daérah ~dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

__ Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [Benta

13.

14,

15.

16.

17.

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah [Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional [Benta
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tenjtang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belénja
Daérah Tahun Anggamn 2022; o
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Penaapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 6, Talnbéhan
Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 263); i
Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 36 Tambahan Berita Daerah
Nomor 484). |
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

I
|
| |
MEMUTUSKAN: :

BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasall

Beberapa ketentuan Tdalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 tahun

2021 tentang Penjabaran .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2021 Noinoir 36
Tambahan Berita Daerah Nomor 484) diubah sebagai berikut: |

1. Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (6) pasal 11 diubah sehingga pasal 11 berbunyi
sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

Pme e TP

_ _ Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a diréncanakan sebesar Rp. 477.839.574.166 (Empat ratus tujuh
puluh tujul_i delapan ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tpjuh
puluh empat seratus enam puluh enam rupiah}, yang terdiri atas : |

Belanja pegawai; |

Belanjzi barang dan jasa;

Belanja bunga; |

Bclahja subsidi;
| Belanja hibah; dan
"'Belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.267.857.407.219,00 (dua ratus enam puluh
tujuh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tu_]uh nbu

- dua ratus sembilan belas rupiah).

Belanja bargng dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 191.445.679.571,00 (seratus sembilan puluh
satu milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh

sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

__Belan_]a bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dire'ncanakan sebesar Rp. 9.179.907.201 {sembilan milyar seratus tujuh
puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus satu rupiah).
Belanja subsidi ‘sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) huruf d

direncénakai_n sebesar Rp- (nol rupiah). - b
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®)

(7)

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (1) huruf e
direncanak&_in sebesar 6.754.580.175 (Enam milyar tujuh ratus %lima
puluh empé.t juta lima ratus delapan puluh ribu seratus tujuh puluh
lima rupiah).

Belanja baﬁtuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanaka@n sebesar Rp 2.602.000.000,00 (dua milyar enam ratus.dua
juta rupiah)é. |

‘Ketentuan ayat (:1) dan ayat (3) pasal 16 diubéh sehingga pasal 16 berbjmyi

sebagai berikut .

(1)

(2)

(3)

Pasal 16
Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
huruf e d1rencanakan sebesar Rp. 6.754.580.175 (Enam milyar tUJuh
ratus lima puluh empat juta ima ratus), yang terdiri atas :
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
b. Belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia; ;
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaumana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 .{nol
rupiah) yang terdiri dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat
sebesar Rp0,00
Anggaran ::belanja hibah kepada badan, Lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.052.200.000
(enam milyar lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri
atas : |
a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba,
Sukarela - _dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peratﬁlran
Perundang—Undangan Rp. 905.000.000 j
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Rp.4.417.200.000 |
¢. belanja hibah kepada badan dan Lembaga nirlaba, sukarela bersifat
sosial kemasyarakatan Rp. 730.000.000
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{4} - belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana

dimaksud :pada ayat (1) | huruf c¢ direncanakan sebesar | Rp

| 702.380.175,00 {tujuh ratus dua juta tiga ratus delapan puluh ribu
seratus tujuh puluh lima rupiah). |

3. Ketentuan pasal -:-19 dilibah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

: Pasal 19 _ |
Belanja tidak térdugé. sebagaimana dimaksud dalém Pasal 10 huruf c
direncanakan sébesar Rp. 3.900.000.000 {Tiga milyar Sembilan ratus juta
rupiah). | ' |

: _ Pasal 1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

.Agar setiap orang fnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

" Bupati dengan p_enenipatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwandang
ada tanggal 39 Qut 2022
/CBUPATI GORONTALO UTARA,

Diundangkan di Kwandang

pada tanggal 20 Qv 2022

SEKRETARIS PAXERAH KABYPATEN GORONTALO UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR Yqp
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